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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
hasil eksplorasi dan eksploitasi di kawasan 
dasar laut dan bagaimana penyelesaian 
sengketa antar negara atas gugatan harta 
benda hasil eksplorasi di dasar laut, yang 
dengan metode penelitian hukum normatif 
disimpulkan bahwa: 1. United Nation 
Convention On The Law Of The Sea dengan jelas 
mengatur hal-hal mengenai eksplorasi dan 
eksploitasi di dasar laut untuk itu setiap negara 
harus meratifikasinya ke dalam suatu undang-
undang, dan untuk harta benda bersejarah 
yang ditemukan di dasar laut, Convention On 
The Protection Of Underwater Cultural Heritage 
Tahun 2001 menjadi salah satu aturan yang 
dengan jelas mengatur tentang harta benda 
bersejarah yang ditemukan di dasar laut dan 
dengan di ratifikasinya konvensi ini dapat 
memberi perlindungan terhadap harta benda 
tersebut. 2. Penyelesaian sengketa antar 
negara atas gugatan harta benda hasil 
eksplorasi di dasar laut harus menggunakan 
metode penyelesaian sengketa secara damai 
baik menggunakan jalur politik maupun jalur 
hukum untuk mempermudah bagi setiap 
negara menemukan titik terang atas harta 
benda hasil eksplorasi di dasar laut. 
Kata kunci: eksplorasidi dasar laut; konvensi 
hukum laut; sengketa antarnegara; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Laut sebagai jalur perdagangan internasional 
telah dimanfaatkan sejak beberapa abad yang 
lalu oleh beberapa negara baik itu dalam situasi 
perang maupun dalam situasi yang terbilang 
kondusif atau tidak dalam kondisi perang.3 Pada 
masa perang dunia pertama maupun perang 
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dunia kedua terdapat banyak kapal-kapal yang 
dibuat khusus untuk menjadi alat transportasi 
melakukan aktivitas perdagangan internasional. 
Kapal-kapal seperti Kapal Nuestra Señora de las 
Mercedes milik Spanyol yang dibuat pada tahun 
1786, Kapal S.S. Republic milik Amerika Serikat 
yang dibuat pada tahun 1853 dan Kapal S.S. 
Gairsoppa milik Inggris yang dibuat pada tahun 
1919, merupakan kapal yang sering digunakan 
oleh ketiga negara tersebut untuk mengangkut 
benda-benda yang memiliki nilai jual tinggi 
secara ekonomis. Benda-benda itu seperti 
emas, perak, tembaga, logam dan beberapa 
benda antik serta terdapat juga berbagai 
persenjataan. Namun kapal-kapal tersebut 
dinyatakan tenggelam pada beberapa abad 
yang lalu dan meninggalkan harta yang begitu 
banyak antara lain berupa benda-benda yang 
ikut tenggelam bersama dengan kapal-kapal 
tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan hukum hasil 
eksplorasi dan eksploitasi di kawasan 
dasar laut? 
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antar 
negara atas gugatan harta benda hasil 
eksplorasi di dasar laut? 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian skripsi ini akan menggunakan 
metode penelitian hukum secara normative. 
 
Pembahasan 
A. Pengaturan Hukum Hasil Eksplorasi dan 
Eksploitasi di Kawasan Dasar Laut 
1. Pengaturan dalam United Nations 
Convention On the Law Of the Sea/ Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum 
Laut 
Konvensi hukum laut 1982 berisi ketentuan-
ketentuan yang mengatur pelbagai zona 
maritim dengan status hukum yang berbeda-
beda. Secara garis besarnya, konvensi membagi 
laut ke dalam dua bagian zona maritime yaitu 
zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi 
nasional. Zona-zona maritime yang berada di 
bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, 
dan zona-zona maritime bagian-bagian di mana 
negara pantai dapat melaksanakan wewenang-
wewenang serta hak-hak khusus yang diatur 
dalam konvensi. 
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Zona-zona maritim yang berada di bawah 
kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman 
(internal waters), perairan kepulauan 
(archipelagic waters) (bagi negara kepulauan), 
dan laut teritorial (teritorial sea). Zona-zona 
maritime yang berada di bawah wewenang dan 
hak khusus negara pantai adalah jalur 
tambahan (contiguous zone), zona ekonomi 
eksklusif (exclusive economic zone), dan landas 
kontinen (continental shelf). Sedangkan, zona-
zona maritim yang berada di luar yurisdiksi 
nasional adalah laut lepas (high seas) dan 
Kawasan dasar laut internasional (internasional 
seabed area).4 
Berdasarkan konvensi hukum laut 
internasional aturan-aturan mengenai 
eksplorasi dan eksploitasi memang diatur 
secara terperinci. Kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi yang dilakukan di zona ekonomi 
eksklusif (exclusive economic zone) diatur pada 
Pasal 56 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 
Internasional tentang hak-hak yurisdiksi dan 
kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi 
eksklusif yaitu sebagai berikut: 
2. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara 
pantai mempunyai: 
(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan 
eksplorasi dan eksploitasi, konservasi 
dan pengelolaan sumber kekayaan 
alam, baik hayati maupun non-hayati, 
dari perairan di atas dasar laut dan dari 
dasar laut dan tanah di bawahnya dan 
berkenaan dengan kegiatan lain untuk 
keperluan eksplorasi dan eksploitasi 
ekonomi zona tersebut, seperti 
produksi energi dari air, arus, dan 
angin; 
(b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan 
dalam ketentuan yang relevan Konvensi 
ini berkenaan dengan: 
(i) Pembuatan dan pemakaian pulau 
buatan, instalasi dan bangunan; 
(ii) Riset ilmiah kelautan; 
(iii) Perlindungan dan pelestarian 
lingkungan laut. 
(c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana 
ditentukan dalam Konvensi ini. 
Sesuai dengan pasal tersebut maka negara 
pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk 
mengeksplorasi dan mengesploitasi zona 
                                                          
4 Dikdik Mohamad Sodik, op.cit, hlm 19. 
ekonomi eksklusif yang ada pada negara pantai 
tersebut. Hak negara pantai atas sumber 
kekayaan pada dasar laut pun terdapat juga 
pada Landas Kontinen yaitu pada Pasal 77 ayat 
(1) dan ayat (2) Konvensi Hukum Laut 
Internasional yaitu: 
1. Negara pantai menjalankan hak 
berdaulat di landas kontinen untuk 
tujuan mengeksplorasinya dan 
mengesploitasi sumber kekayaan 
alamnya. 
2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas 
adalah eksklusifnya dalam arti bahwa 
apabila negara pantai tidak 
mengesplorasi landas kontinen atau 
mengeksploitasi sumber kekayaan 
alamnya, tiada seorangpun dapat 
melakukan kegiatan itu tanpa 
persetujuan tegas negara pantai. 
Dengan demikian, eksplorasi dan eksploitasi 
yang dilakukan di landas kontinen harus 
mendapatkan persetujuan dari negara pantai 
yang mempunyai hak atas landas kontinen 
tersebut seperti yang tertulis dalam pasal 
tersebut bahwa tidak ada seorangpun yang 
dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 
berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi di 
landas kontinen.  
Di laut lepas, negara-negara harus bekerja 
sama dalam melakukan konservasi dan 
pengelolaan sumber kekayaan hayati. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi perseturuan 
antara negara-negara yang berdekatan seperti 
yang tertuang dalam Pasal 118 Konvensi 
Hukum Laut Internasional yaitu “Negara-negara 
harus melakukan kerjasama satu dengan 
lainnya dalam konservasi dan pengelolaan 
sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. 
Negara-negara yang warganegaranya 
melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati 
yang sama atau sumber kekayaan hayati yang 
berlainan di daerah yang sama, harus 
mengadakan perundingan dengan tujuan untuk 
mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
konservasi sumber kekayaan hayati yang 
bersangkutan…”.  
Selain di laut lepas, kekayaan-kekayaan di 
Kawasan juga diatur dalam Pasal 137 Konvensi 
Hukum Laut Internasional yang menjelaskan 
mengenai status hukum Kawasan dan 
kekayaan-kekayaannya Pasal 137 ayat (1) dan 
ayat (2) menjelaskan bahwa: 
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1.  Tidak satu Negarapun boleh menuntut 
atau melaksanakan kedaulatan atau hak-
hak berdaulatnya atas bagian manapun 
dari Kawasan atau kekayaan-
kekayaannya, demikian pula tidak satu 
Negara atau badan hukum atau 
peroranganpun boleh mengambil 
tindakan pemilikan terhadap bagian 
Kawasan manapun. Tidak satupun 
tuntutan atau penyelenggaraan 
kedaulatan atau hak-hak berdaulat 
ataupun tindakan pemilikan yang 
demikian akan diakui. 
2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan 
di Kawasan ada pada umat manusia 
sebagai suatu keseluruhan, yang atas 
nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-
kekayaan ini tidak tunduk pada 
pengalihan hak. Namun demikian 
mineral-mineral yang dihasilkan dari 
Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai 
dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-
ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur Otorita. 
Pembentukan otorita dalam mengawasi 
Kawasan tentunya menjadi salah satu hal yang 
harus diperhatikan oleh negara-negara pantai. 
Rezim hukum Seabed adalah salah satu rezim 
baru yang diterima dalam United Nations 
Convention on the Law of The Sea atau 
Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 
dalam Bab XI. Rezim ini dimaksudkan untuk 
menerjemahkan konsep common heritage of 
mankind atau warisan umum umat manusia ke 
dalam bentuk institusional. Hal ini terlihat dari 
adanya pembentukan suatu International 
Seabed Authority yang diberi fungsi untuk 
mengorganisasi dan mengontrol segala 
kegiatan di bagian laut Kawasan. Institusi ini 
sangat unik mengingat inilah organisasi 
internasional yang pertama kali mempunyai 
sumber daya dan yurisdiksi di suatu wilayah.5  
Sesuai Pasal 1 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 
Internasional yang dimaksudkan dengan 
“Otorita” (Authority) berarti Otorita Dasar Laut 
Internasional (International Sea-Bed Authority) 
yang kemudian disebutkan dalam Pasal 157 
Konvensi Hukum Laut Internasional tentang 
                                                          
5 Aryuni Yuliantiningsih, “Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec 
Nocent Nec Prosunt berkaitan dengan Status Hukum 
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sifat dan asas-asas dasar otorita menjelaskan 
bahwa otorita adalah organisasi yang 
melaluinya negara-negara peserta harus, sesuai 
dengan bab ini, mengatur dan mengawasi 
kegiatan-kegiatan di Kawasan, terutama 
dengan tujuan mengelola kekayaan-kekayaan 
di Kawasan. Jadi, keseluruhan kegiatan-
kegiatan di Kawasan diawasi oleh Otorita yang 
sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3) 
Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu: 
1) Kegiatan-kegiatan Kawasan harus 
dilaksanakan sebagaimana 
digambarkan pada ayat 3: 
(a) Oleh perusahaan, dan 
(b) Bersama-sama dengan Otorita 
oleh negara-negara peserta atau 
perusahaan negara, atau badan 
hukum atau perorangan yang 
memiliki kebangsaan negara-
negara peserta yang secara efektif 
dikendalikan oleh mereka atau 
warganegara mereka jika 
disponsori oleh negara-negara 
tersebut, atau oleh setiap 
kelompok yang disebut 
sebelumnya yang memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan 
dalam bab ini dan dalam lampiran 
III.  
2) Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus 
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja 
tertulis yang resmi yang dibuat sesuai 
Lampiran III dan disetujui oleh Dewan 
setelah ditelaah oleh Komisi Hukum 
dan Teknik. Dalam hal kegiatan-
kegiatan di Kawasan dilaksanakan 
sebagaimana diijinkan oleh Otorita dan 
dilakukan oleh satuan-satuan yang 
disebut dalam ayat 2 (b), rencana kerja, 
sesuai dengan lampiran III pasal 3, 
harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-
kontrak tersebut dapat menetapkan 
pengaturan-pengaturan bersama sesuai 
dengan Lampiran III Pasal 11. 
Pengaturan pengelolaan dasar laut dalam 
United Nation Convention on the Law of the Sea 
lebih ditujukan pada pengaturan di luar 
yurisdiksi negara, karena pengaturan 
pengelolaan dasar laut di bawah laut teritorial, 
perairan pedalaman dan perairan kepulauan 
yang berada dibawah kedaulatan negara dan 
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 1/Jan/2019 
 
39 
merupakan satu kesatuan dibawah rezim 
hukum laut teritorial dan perairan kepulauan.6 
Aturan mengenai kekayaan-kekayaan dari 
dasar laut hasil eksplorasi dan eksploitasi baik 
di zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut 
lepas, dan Kawasan telah diatur oleh Konvensi 
Hukum Laut Internasional agar tidak terjadi 
kesalahpahaman antar negara-negara yang 
berdekatan satu dengan yang lain. Kekayaan-
kekayaan tersebut bukan hanya dimaksudkan 
pada kekayaan-kekayaan hayati dan non hayati 
melainkan benda-benda bersejarah yang 
memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti yang 
tertulis pada Pasal 149 Konvensi Hukum Laut 
Internasional yang mengatakan bahwa: “Semua 
benda-benda purbakala dan yang mempunyai 
nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus 
dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan 
umat manusia sebagai suatu keseluruhan, 
dengan memperhatikan secara khusus hak-hak 
yang didahulukan dari Negara asal, atau Negara 
asal kebudayaan, atau Negara asal jarahan dan 
asal kepurbakalaan” dengan demikian 
kekayaan-kekayaan dari benda-benda 
bersejarah tersebut tidak dapat disepelekan 
kepemilikannya.  
 
2.    Pengaturan dalam Hukum Nasional 
Republik Indonesia 
Indonesia menjadi salah satu negara yang 
telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 
Internasional dalam suatu undang-undang yaitu 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 1985 tentang Pengesahan United 
Nations Convention On The Law Of The Sea 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Hukum Laut) akan tetapi aturan tersebut belum 
dapat menjadi tolok ukur akan kepemilikan 
benda-benda bersejarah yang tenggelam di 
wilayah laut Negara Republik Indonesia 
mengingat Indonesia adalah negara maritim 
dengan wilayah laut yang cukup luas. Walaupun 
aturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi di 
zona ekonomi eksklusif yang tertulis dalam 
hukum nasional di Indonesia telah ada seperti 
yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 
tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu “Hak 
                                                          
6 Haryandi, “Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed 
Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai”, Fakultas 
Hukum Universitas Lampung, Vol. 13, No.3, September 
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berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan 
eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber 
daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut 
dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan 
kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan 
eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti 
pembangkitan tenaga air, arus dan angin”. 
Selain itu, kegiatan-kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi diatur pada Pasal 5 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 
tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu: 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan 
Pasal 4 ayat (2), barang siapa 
melakukan eksplorasi dan/atau 
eksploitasi sumber daya alam atau 
kegiatan-kegiatan lainnya untuk 
eksplorasi dan/atau eksploitasi 
ekonomis seperti pembangkitan tenaga 
dari air, arus dan angina di zona 
ekonomi eksklusif Indonesia, harus 
berdasarkan izin dari Pemerintah 
Republik Indonesia atau berdasarkan 
persetujuan Internasional dengan 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
dilaksanakan menurut syarat-syarat 
perizinan atau persetujuan 
internasional tersebut. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 
Tentang Landas Kontinen pada Pasal 2 juga 
menyebutkan Indonesia mempunya kekuasaan 
penuh dan hak eksklusif atas landas kontinen 
serta kepemilikan kekayaan di dalamnya. Jadi, 
Indonesia mempunyai hak berdaulat atas Zona 
Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen namun 
permasalahan yang timbul tentang kepemilikan 
benda bersejarah tersebut ialah Negara 
Republik Indonesia belum meratifikasi 
Convention On The Protection Of Underwater 
Cultural Heritage Tahun 2001 atau Konvensi 
Internasional Perlindungan Warisan Budaya 
Bawah Air ke dalam suatu undang-undang. Hal 
ini dikarenakan kajian tentang warisan bawah 
air tersebut belum ada, dan konsekuensi 
ratifikasi adalah kewajiban untuk menjaga 
lautan Indonesia yang luas serta biaya dalam 
mengangkat benda-benda tersebut sangatlah 
besar bagi pemerintah.7 Pemerintah perlu 
pendanaan untuk pemeliharaan maupun 
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Air Butuh Waktu Lama”, diakses pada 
https://googleweblight.com/, pada tanggal 16 November 
2018, Pukul 17.00. 
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pemetaan dikarenakan pengembangan 
teknologi menyelam yang terbilang mahal. 
Selain itu, Pada kegiatan UNESCO yang 
dilaksanakan diadakan di Makassar, Sulawesi 
Selatan pada September 2017 yang dihadiri 
oleh Head Chief UNESCO Jakarta dan Direktur 
PCBM mewakili Dirjen Kebudayaan, ratifikasi 
memerlukan jalan dan proses yang Panjang 
karena melibatkan Kementerian Sekretariat 
Negara, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Luar Negeri, Serta Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala dalam 
meratifikasi konvensi tersebut yakni terbentur 
regulasi yang ada yaitu salah satunya dalam 
Convention On The Protection Of Underwater 
Cultural Heritage Tahun 2001 disebutkan 
bahwa kapal yang karam di perairan suatu 
negara masih memiliki status kepemilikan yang 
sama, sedangkan hukum Indonesia menyatakan 
bahwa kepemilikan kapal karam adalah milik 
negara.8 
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa 
kasus eksplorasi terhadap kapal karam di 
perairan Bangka Belitung dan hal tersebut 
menjadi awal mula perhatian terhadap 
arkeologi bawah air di Indonesia demikian juga 
dengan negara-negara di Asia lainnya. Namun 
tidak demikian dengan Eropa, dimana beberapa 
Negara di Eropa sudah lama melakukan 
penyelaman dan penyelamatan terhadap 
peninggalan-peninggalan arkeologi bawah air. 
Berdasarkan catatan para sejarahwan Cina, 
antara abad X sampai abad ke XX tercatat 
kurang lebih 30.000 kapal Cina yang berlayar, 
diantaranya ke Nusantara tidak pernah kembali 
ke pelabuhan asal karena berbagai sebab 
belum juga kapal-kapal Eropa yang karam di 
Indonesia salah satunya kapal dagang milik VOC 
dari Belanda bernama Geldermarsen.9 
Pengangkatan muatan kapal Geldermarsen 
milik VOC pada tahun 1985 yang karam di 
perairan Karang Heliputan, kepulauan Riau 
yang karam pada tahun 1751 menjadi cikal 
bakal arkeologi bawah air mulai mendapat 
                                                          
8 Dewi, “ASEAN-UNESCO Confrence on the Protection of 
Underwater Cultural Heritage 2017” diakses pada 
kebudayaan.kemendikbud.go.id, pada tanggal 10 
Desember 2018, Pukul 10.00. 
9 Drs. Surya Helmi, “Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah 
Air di Perairan Pulau Sumatera”, Edisi 13, Tahun XV, Juni 
2009, diakses pada 
https://kebudayaan.kemendikbud.go.id, pada tanggal 19 
November 2018, pukul 09.00. 
perhatian di Indonesia yang pada waktu itu 
Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun 
serta arkeolog kapal yang karam asal Australia 
telah berhasil mengangkat muatan kapal 
Geldermarsen yang berbentuk keramik dari 
Dinasti Ching dan ratusan batangan logam 
mulia. Hasil “jarahan” ini dilelang oleh Hatcher 
di Amsterdam, Belanda dengan nilai yang cukup 
spektakuler, hampir mencapai USD 17 juta atau 
hampir setara Rp. 250 miliar.10 Pada tahun 2004 
Laut Jawa Cirebon Utara Cirebon juga 
ditemukan kapal tenggelam yang artefaknya 
telah diangkat yang diketahui kapal tersebut 
berasal dari kapal niaga, yang barang 
dagangnya 90% berupa keramik yang 
selebihnya adalah tembikar dan barang-barang 
kaca. Perusahaan yang mengangkat artefak 
dasar laut di laut Jawa Utara Cirebon yakni 
Cosmix Underwater Research Ltd dengan 
Perusahaan local PT Paradigma Putra Sejahtra. 
11Artefak berjumlah 541.341 buah yang terdiri 
dari 519.942 buah benda keramik dan 21.399 
buah benda-benda dari berbagai bahan, seperti 
kayu, kaca, logam, dan lain-lain. Benda-benda 
tersebut bukan buatan Indonesia melainkan 
dari berbagai negara yaitu Tiongkok, Thailand, 
Vietnam, Kamboja, Timur Tengah, Jepang, dan 
Eropa dari abad ke-2-20 Masehi yang ditaksir 
mencapai Rp. 720 Miliar. 12 
Sebagai negara berdaulat, pemerintah 
Indonesia telah menetapkan seperangkat 
aturan hukum untuk mengendalikan, mengatur 
dan menegakkan hukum di wilayah perairan 
yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia. 
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
Cagar Budaya diantaranya adalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Cagar Budaya yang mencabut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang 
Benda Cagar Budaya, Keputusan Presiden 
Nomor 43 Tentang Panitia Nasional 
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda 
Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
                                                          
10 Ibid. 
11 Elin Yunita Kristianti, “4 Penemuan Harta Karun Di 
Indonesia yang Menggegerkan Dunia”, diakses pada 
m.liputan6.com, Pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 
09.00.    
12 Yurnaldi, “Mengidentifikasi Umur Keramik”, diakses 
pada https://sains.kompas.com, Pada tanggal 10 
Desember 2018, Pukul 09.00. 
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Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya.13 
Sebelum Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya dikeluarkan, perundangan yang 
mengatur perihal benda cagar budaya mengacu 
pada Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
secara eksplisit mencantumkan pengaturan 
tentang tinggalan budaya bawah air, yang tidak 
ditemukan dalam undang-undang cagar budaya 
sebelumnya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya dinyatakan bahwa: 
1. Pemerintah berkewajiban melakukan 
pencarian benda, bangunan, struktur, 
dan/atau lokasi yang diduga sebagai 
Cagar Budaya; 
2. Pencarian cagar budaya atau yang diduga 
cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap 
orang dengan penggalian, penyelaman, 
dan/atau pengangkatan di darat 
dan/atau di air. 
3. Pencarian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan 
melalui penelitian dengan tetap 
memperhatikan hak kepemilikan 
dan/atau penguasaan lokasi; 
4. Setiap orang dilarang melakukan 
pencarian cagar budaya atau yang diduga 
cagar budaya dengan penggalian, 
penyelaman, dan/atau pengangkatan di 
darat dan/atau di air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan 
izin pemerintah atau pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya.  
Sementara itu pada Pasal 27 Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa 
“ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian 
Cagar Budaya atau yang diduga Cagar 
Budaya diatur dalam peraturan 
pemerintah.” Namun sampai saat ini belum 
terdapat peraturan pemerintah yang 
berkaitan dengan undang-undang tersebut. 
                                                          
13 Verliyan Eka Prasetya, “Urgensi Untuk Meratifikasi 
Convention On The Protection Of Underwater Cultural 
Heritage Tahun 2001 Bagi Indonesia Dalam Upaya 
Melindungi Warisan Budaya Bawah Air di Perairan 
Kepulauan Indonesia”, diakses pada 
https://media.neliti.com, Pada tanggal 19 November 
2018, Pukul 09.30.  
 
B. Penyelesaian Sengketa Antar Negara Atas 
Gugatan Harta Benda Hasil    Eksplorasi di 
Dasar Laut. 
Kegiatan pencarian dan pengangkatan 
peninggalan budaya bawah air seperti yang 
diamanatkan dalam undang-undang nasional 
dilakukan para investor asing yang bekerja 
sama dengan perusahaan swasta nasional.14 
Selama ini keterlibatan investor dalam kegiatan 
tersebut terkoordinasi oleh Panitia Nasional 
(Barang Muatan Kapal Tenggelam) melalui 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional 
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda 
Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam15 
namun tujuan tersebut semata-mata untuk 
kepentingan komersial.  
Indonesia sebagai negara yang memiliki 
warisan budaya bawah air yang banyak harus 
meratifikasi Convention On The Protection Of 
Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 
dalam suatu undang-undang karena sampai 
saat ini Indonesia menjadi salah satu negara 
yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Hal 
ini akan menyebabkan peninggalan bawah air 
Indonesia terancam dengan adanya investor-
investor asing yang akan mengambil 
keuntungan dari laut Indonesia. Dengan 
diratifikasinya konvensi tersebut maka terdapat 
peraturan yang dapat memperkuat 
perlindungan terhadap kapal-kapal yang 
tenggelam dari para perusahaan asing yang 
akan mengambil benda-benda yang terdapat 
pada kapal-kapal yang tenggelam tersebut. 
Faktor-faktor lain yang menentukan 
kepemilikan dari harta-harta benda 
peninggalan tersebut yaitu letak geografis, asal 
muasal benda, serta bendera kapal dari harta-
harta benda tersebut jika penemuan tersebut 
terletak pada kedaulatan suatu negara maka 
kepemilikan tersebut perlu ada kerjasama 
antara negara-negara yang terlibat di 
dalamnnya.  
Penyelesaian sengketa secara damai 
menjadi salah satu jalan keluar yang harus 
diambil oleh negara-negara yang sedang dalam 
                                                          
14 Ibid. 
15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan 
Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang 
Tenggelam. 
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 1/Jan/2019 
 
42 
proses penentuan kepemilikan harta-harta 
benda peninggalan tersebut baik Negosiasi, 
Mediasi, Jasa Baik, Inquiry, Konsoliasi atau pun 
lewat jalur hukum seperti Arbitrase dan 
Mahkamah Internasional. Dengan demikian, 
negara-negara yang menggunakan 
penyelesaian sengketa secara damai sebagai 
cara penyelesaian dari negara-negara tersebut 




A. Kesimpulan  
1. United Nation Convention On The Law Of 
The Sea dengan jelas mengatur hal-hal 
mengenai eksplorasi dan eksploitasi di 
dasar laut untuk itu setiap negara harus 
meratifikasinya ke dalam suatu undang-
undang, dan untuk harta benda 
bersejarah yang ditemukan di dasar laut, 
Convention On The Protection Of 
Underwater Cultural Heritage Tahun 
2001 menjadi salah satu aturan yang 
dengan jelas mengatur tentang harta 
benda bersejarah yang ditemukan di 
dasar laut dan dengan di ratifikasinya 
konvensi ini dapat memberi 
perlindungan terhadap harta benda 
tersebut.  
2. Penyelesaian sengketa antar negara atas 
gugatan harta benda hasil eksplorasi di 
dasar laut harus menggunakan metode 
penyelesaian sengketa secara damai baik 
menggunakan jalur politik maupun jalur 
hukum untuk mempermudah bagi setiap 
negara menemukan titik terang atas 
harta benda hasil eksplorasi di dasar laut. 
 
B. Saran 
1. Perlu adanya ratifikasi Convention On The 
Protection Of Underwater Cultural 
Heritage Tahun 2001 di setiap Negara 
terlebih negara maritim seperti 
Indonesia. 
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut serta 
penambahan teknologi untuk 
memaksimalkan pencarian kapal-kapal 
tersebut yang dengan demikian dapat 
membantu perekonomian negara 
berhubung benda-benda bersejarah 
tersebut memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi. 
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